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ABSTRAK

Syahrin Ramadhana. 2024. “Aturan Izin Atasan Sebagai Syarat Perceraian PNS
Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.” Tesis, Program
Pascasarjana, Hukum Keluarga, Pembimbing: (1) Prof. Dr. HLM.
Jalaluddin, M.Hum. (I1) Dr. Hj. Mariani, SHLM., M.Ag.

Kata Kunci: Izin Atasan, Perceraian PNS, Hak Asasi Manusia

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya aturan bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap
pasangannya diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin secara tertulis
kepada atasan mereka. Sebaliknya, jika seorang PNS menerima gugatan
perceraian dari pasangannya, mereka juga harus memberitahukan secara tertulis
kepada atasan mereka dalam waktu tidak lebih dari enam hari kerja setelah
menerima gugatan tersebut. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak
mematuhi persyaratan izin dalam melangsungkan perceraian, tindakan tersebut
bisa mengakibatkan sanksi. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990, jika seorang PNS tidak memberikan laporan tentang
perceraian dalam kurun waktu paling lambat satu bulan sejak terjadinya
perceraian, PNS tersebut dapat dikenai salah satu hukuman disiplin yang berat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relevansi aturan
izin atasan sebagai syarat perceraian PNS dalam perspektif hukum islam dan hak
asasi manusia dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi pns yang
melakukan perceraian.

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti
aturan izin atasan sebagai syarat perceraian PNS dalam perspektif hukum islam
dan hak asasi manusia. Adapun pendekatan yang penulis gunakan yakni
pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami konsep-
konsep tentang bagaimana aturan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)
berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada hukum Islam
dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa aturan yang mewajibkan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendapatkan izin dari atasan sebelum
mengajukan atau menerima gugatan perceraian dianggap sejalan dengan prinsip-
prinsip Islam dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan
individu dan keadilan sosial. Aturan ini bukanlah campur tangan sembrono dalam
kehidupan pribadi, melainkan upaya untuk memastikan bahwa tindakan PNS
selaras dengan norma moral dan etika yang diamanahkan oleh agama. Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur sanksi disiplin berat bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindakan terkait perceraian tanpa izin. Sanksi
disiplin berat ini mencakup penurunan pangkat, pemindahan jabatan, pembebasan
dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai PNS, baik dengan hormat maupun
tidak.
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MOTTO

“Apa yang kita kira itu sebuah cobaan yang pahit seringkali menjadi berkah
yang tersamarkan." — Oscar Wilde
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam tesis ini berpedoman

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan

0593/1987.
I. Konsonan tunggal
Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o ba B be
< ta’ T te
& s\a’ s\ es (dengan titik di atas)
d jim J je
d h}a’ h} ha (dengan titik di bawah)
d kha’ Kh ka dan ha
] dal D de
3 2\al 2\ zet (dengan titik di atas)
J ra’ R er
J zai z zet
o sin S es
o syin Sy es dan ye
ol s}ad s} es (dengan titik di bawah)
ol d}ad} d} de (dengan titik di bawah)
h t}a’ t} te (dengan titik di bawah)
) 40N 7} zet (dengan titik di bawah)
' ain ‘ koma terbalik di atas
é gain G ge




- fa’ F ef
d gaf Q gi
d kaf K ka
J lam L ‘el
p mim M ‘em
o nun N ‘en
3 waw w we
° ha’ H ha
& hamzah ) apostrof
¢ ya’ Y ye
Il. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
Sia Ditulis mutakabbir
981 Ditulis al-qudu=>s
I11.Ta’ marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h
daala Ditulis Jja>mi’ah
4% Ditulis maktabah

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka

ditulis dengan h

Alranl) d<al) Ditulis al-maktabah al-jami>lah

IV.Vokal pendek

Fathah ditulis a




Kasrah ditulis [
Dammah ditulis u
gL Fathah ditulis syakara
8 Kasrah ditulis quri’a
(bl dammah ditulis yant}iqu
V. Vokal panjang
fathah + alif ditulis a=
: dLals ditulis ka>milah
fathah + ya mati ditulis a>
: e ditulis s}alla>
kasrah + ya mati ditulis i>
3 LA ditulis syadi>d
dammah + wawu mati ditulis u>
4 Jola ditulis studu>r
VI. Vokal rangkap
fathah + ya mati ditulis ai
' 90 ditulis ruwaidun
fathah + wawu mati ditulis au
2 WY g3 e By ditulis wa fir’auna 2\i al-auta>d

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
IAEQERAIH] ditulis a’antum asyaddu khalgan

Xi




VIll.Kata sandang alif+lam
a. Biladiikuti huruf Qamariyyah

OIAY ditulis al-Qur’a>n

sty ditulis al-kita>b

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan

el ditulis as}-sjubhju

5_alud) ditulis as-sa>hirah

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

Caall gl ditulis birru al-wa>lidaini
eadd) 1) ditulis Iz\a asy-syamsu
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